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I. PENDAHULUAN 

Manajemen risiko merupakan suatu proses identifikas, analisis, penilaian, 

pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang 

tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam 

menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko 

adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan yang dapat berupa 

ancaman, pengembangan strategi   dan mitigasi risiko. Jadi manajemen risiko adalah 

suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah 

organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan 

menggunakan pemberdayaan/pengelolaan. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai 

salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya    akan dihadapi baik itu 

sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko 

kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian 

atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen 

risiko yang meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan 

menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui 

manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat 

diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang 

akan ditimbulkan.  

Dalam proses meminimalisir resiko yang ada, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan menganalisis resiko yang telah 

teridentifikasi pada kegiatan dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dampak 

untuk menetapkan level atau status resikonya. Resiko yang muncul pada kegiatan 

penunjang fasilitasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, 

Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dan meningkatkan kinerja Dinas Perumahan Rakyat, 

Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan dalam penyerapan aspirasi 

masyarakat. Hal ini merupakan bentuk komitmen dan konsistensi Dinas Perumahan Rakyat, 

Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan sebagai instansi pemerintah 

yang reaktif dan visioner dalam rangka manajemen resiko. 

A. DASAR HUKUM  

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ; 

3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Lamongan ; 

4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Lamongan ; 
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5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan 

Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. 

 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi 

organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi 

atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit 

Pemilik Risko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV 

bertujuan untuk : 

1. mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ; 

2. meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan 

peningkatan kinerja ; 

3. mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ; 

4. memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan; 

5. meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ; 

6. meningkatkan ketahanan organisasi ; 

7. meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi 

serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan. 

C. RUANG LINGKUP 

Manajemen risiko pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta 

Karya Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya 

manusia, dan lingkungan yang meliputi : 

• penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ; 

• identifikasi risiko ; 

• analisis risiko ; 

• evaluasi risiko ; 

• pengendalian risiko ; 

• pemantauan dan telaah ulang ; 

• koordinasi dan komunikasi. 

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO 

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III 

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten 

Lamongan telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang 

direncanakan pada periode tribulan III sebagaimana terlampir pada lampiran 1.1 

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III 

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan 

telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan 

pada periode tribulan III, dilaksanakan dapat dilihat sebagaimana terlampir pada 

lampiran 1.2. 
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C. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan 

kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana 

dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD. Dalam pengelolaan risiko pada Dinas 

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya mengalami beberapa 

hambatan yang tidak siginifikat seperti pemahaman Dinas Perumahan Rakyat, 

Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan masih beragam, kurangnya 

singkronisasi data yang diberikan dan penggunaan barang pakai habis yang tidak 

efisien. 

 

III. MONITORING RISIKO DAN RTP 

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, 

pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan IV dari hasil monitoring 

ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk 

periode triwulan berikutnya. Hal ini disebabkan oleh adanya sinergi yang baik antar 

pemangku kepentingan, sehingga RTP dapat direalisasikan dengan tepat dan akurat 

sesuai dengan rancangan pemetaan pemantauan risiko. 

 

IV. PENUTUP 

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang 

dilaksanakan pada periode tribulan IV dapat disimpulkan bahwa resiko dapat 

dikendalikan dengan tepat dan akurat sesuai dengan rancangan pemetaan 

pemantauan risiko. Sebagai tindaklanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada 

periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya 

guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan peningkatan 

kualitas pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya 

Kabupaten Lamongan. 
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lampiran 1.1 

 

Formulir Kertas Kerja 

Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern 

  

Nama Pemda Pemerintah Kabupaten Lamongan 

Tahun Penilaian 2025 

Tujuan Strategis Pemda 

Urusan Pemerintahan 

Dinas Terkait Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya 

  

N
o 

Kegiatan 
Pengendalian 

yang 
Dibutuhkan 

Bentuk/Meto
de 

Pemantauan 
yang 

Diperlukan 

Penanggun
g Jawab 

Pemantaua
n 

Rencana 
Waktu 

Pelaksanaa
n 

Pemantaua
n 

Realisasi 
Waktu 

Pelaksanaa
n 

Keteranga
n 

Risiko Strategis OPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya: 

1 Mengupayakan 
sumber 
pendanaan di 
luar APBD 
Kabupaten 
(APBD Prov. 
APBN, DAK) 

Ferivikasi 
program 

program dan 
estimasi biaya 

Kepala 
Dinas 

Januari s/d 
Desember 

Januari s/d 
Desember 

- 

2 Sosialisasi di 
masyarakat 
tentang 
pentingnya 
sanitasi 

melakukan 
pengawasan 
lapangan dan 

evaluasi 
secara 
berkala 

Kepala 
Dinas 

Januari s/d 
Desember 

Januari s/d 
Desember 

- 

3 kesesuaian 
pembangunan 
dengan master 
plan drainase 

melakukan 
pengawasan 
lapangan dan 

evaluasi 
secara 
berkala 

Kepala 
Dinas 

Januari s/d 
Desember 

Januari s/d 
Desember 

- 

4 Diperlukan 
sosialisasi UU 
nomor 28 Tahun 
2002 dan PP 
Nomor 16 
Tahun 2021 
kepada 
masyarakat 
diseluruh 
kabupaten 
Lamongan 

melakukan 
pengawasan 
lapangan dan 

evaluasi 
secara 
berkala 

Kepala 
Dinas 

Januari s/d 
Desember 

Januari s/d 
Desember 

- 

5 Menyusun 
dokumen RTBL 
pada lokasi 
prioritas 

melakukan 
pengawasan 
lapangan dan 

evaluasi 
secara 
berkala 

Kepala 
Dinas 

Januari s/d 
Desember 

Januari s/d 
Desember 

- 

6 Mengadakan 
sosialisasi dan 
pelatihan tenaga 
kerja terampil/ 
jasa konstruksi 

Pemberian 
pembinaan 

dan 
pelaksanaan 
sosialisasi 

Kepala 
Dinas 

Januari s/d 
Desember 

Januari s/d 
Desember 

- 
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7 Peningkatan 
kegiatan 
pengendalian 
penataan ruang 
dan sosialisasi 
produk tata 
ruang ke 
masyarakat 
umum 

Koordinasi 
dengen 

Kementarian 
ATR/BPN 

Kepala 
Dinas 

Januari s/d 
Desember 

Januari s/d 
Desember 

- 

8 identifikasi 
pengunaan 
pemanfaatan 
tanah 2. 
mensosialisasik
an pengurusan 
Legalitas 
Kepemilikan 
Hak Atas Tanah 

Melakukan 
Penginventari

sir 
Permasalahan 
Sengketa dan 

Kemudian 
diselesaiakan 

melalui 
Mediasi 

Kepala 
Dinas 

Januari s/d 
Desember 

Januari s/d 
Desember 

- 

9 mensosialisasik
an Penanganan 
Dampak sosial 
kemasyarakatan 
akibat 
pengadaan 
tanah untuk 
kepentingan 
umum 

Mengadakan 
Pendataan 

daftar 
Penerima 
Santunan 

Tanah untuk 
pembangunan 

Pemerintah 
Daerah 

Kepala 
Dinas 

Januari s/d 
Desember 

Januari s/d 
Desember 

- 

10 Sosialisasi ke 
desa/ 
kecamatan, 
anggota DRPD 
tentang rencana 
penanganan 
kawasan 
kumuh, 
sehingga 
usulannya bisa 
terintegrasi 

melakukan 
pengawasan 
lapangan dan 

evaluasi 
secara 
berkala 

Kepala 
Dinas 

Januari s/d 
Desember 

Januari s/d 
Desember 

- 

11 Menjalin 
kerjasama 
dengan pihak 
luar dalam hal 
peminjaman 
dana untuk 
membangun 
rumah 

melakukan 
pengawasan 
lapangan dan 

evaluasi 
secara 
berkala 

Kepala 
Dinas 

Januari s/d 
Desember 

Januari s/d 
Desember 

- 

12 Melakukan 
rehabilitasi / 
pembangunan 
rumah korban 
bencana 

melakukan 
pengawasan 
lapangan dan 

evaluasi 
secara 
berkala 

Kepala 
Dinas 

Januari s/d 
Desember 

Januari s/d 
Desember 

- 

13 Menyusun 
wilayah-wilayah 
prioritas sebagai 
dasar dalam 
pemenuhan 
kebutuhan atas 
fasilitas umum 

melakukan 
pengawasan 
lapangan dan 

evaluasi 
secara 
berkala 

Kepala 
Dinas 

Januari s/d 
Desember 

Januari s/d 
Desember 

- 

  

Risiko Operasional OPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta 
Karya: 
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1 Mengupayakan 
sumber 
pendanaan di 
luar APBD 
Kabupaten 
(APBD Prov. 
APBN, DAK) 

Ferivikasi 
program 

program dan 
estimasi biaya 

Kepala 
Dinas 

Januari s/d 
Desember 

Januari s/d 
Desember 

- 

2 Sosialisasi di 
masyarakat 
tentang 
pentingnya 
sanitasi 

melakukan 
pengawasan 
lapangan dan 

evaluasi 
secara 
berkala 

Kepala 
Dinas 

Januari s/d 
Desember 

Januari s/d 
Desember 

- 

3 kesesuaian 
pembangunan 
dengan master 
plan drainase 

melakukan 
pengawasan 
lapangan dan 

evaluasi 
secara 
berkala 

Kepala 
Dinas 

Januari s/d 
Desember 

Januari s/d 
Desember 

- 

4 Diperlukan 
sosialisasi UU 
nomor 28 Tahun 
2002 dan PP 
Nomor 16 
Tahun 2021 
kepada 
masyarakat 
diseluruh 
kabupaten 
Lamongan 

melakukan 
pengawasan 
lapangan dan 

evaluasi 
secara 
berkala 

Kepala 
Dinas 

Januari s/d 
Desember 

Januari s/d 
Desember 

- 

5 Menyusun 
dokumen RTBL 
pada lokasi 
prioritas 

melakukan 
pengawasan 
lapangan dan 

evaluasi 
secara 
berkala 

Kepala 
Dinas 

Januari s/d 
Desember 

Januari s/d 
Desember 

- 

6 Mengadakan 
sosialisasi dan 
pelatihan tenaga 
kerja terampil/ 
jasa konstruksi 

Pemberian 
pembinaan 

dan 
pelaksanaan 
sosialisasi 

Kepala 
Dinas 

Januari s/d 
Desember 

Januari s/d 
Desember 

- 

7 Peningkatan 
kegiatan 
pengendalian 
penataan ruang 
dan sosialisasi 
produk tata 
ruang ke 
masyarakat 
umum 

Koordinasi 
dengen 

Kementarian 
ATR/BPN 

Kepala 
Dinas 

Januari s/d 
Desember 

Januari s/d 
Desember 

- 

8 identifikasi 
pengunaan 
pemanfaatan 
tanah 2. 
mensosialisasik
an pengurusan 
Legalitas 
Kepemilikan 
Hak Atas Tanah 

Melakukan 
Penginventari

sir 
Permasalahan 
Sengketa dan 

Kemudian 
diselesaiakan 

melalui 
Mediasi 

Kepala 
Dinas 

Januari s/d 
Desember 

Januari s/d 
Desember 

- 

9 mensosialisasik
an Penanganan 
Dampak sosial 
kemasyarakatan 
akibat 
pengadaan 
tanah untuk 

Mengadakan 
Pendataan 

daftar 
Penerima 
Santunan 

Tanah untuk 
pembangunan 

Kepala 
Dinas 

Januari s/d 
Desember 

Januari s/d 
Desember 

- 
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kepentingan 
umum 

Pemerintah 
Daerah 

10 Sosialisasi ke 
desa/ 
kecamatan, 
anggota DRPD 
tentang rencana 
penanganan 
kawasan 
kumuh, 
sehingga 
usulannya bisa 
terintegrasi 

melakukan 
pengawasan 
lapangan dan 

evaluasi 
secara 
berkala 

Kepala 
Dinas 

Januari s/d 
Desember 

Januari s/d 
Desember 

- 

11 Menjalin 
kerjasama 
dengan pihak 
luar dalam hal 
peminjaman 
dana untuk 
membangun 
rumah 

melakukan 
pengawasan 
lapangan dan 

evaluasi 
secara 
berkala 

Kepala 
Dinas 

Januari s/d 
Desember 

Januari s/d 
Desember 

- 

12 Melakukan 
rehabilitasi / 
pembangunan 
rumah korban 
bencana 

melakukan 
pengawasan 
lapangan dan 

evaluasi 
secara 
berkala 

Kepala 
Dinas 

Januari s/d 
Desember 

Januari s/d 
Desember 

- 

13 Menyusun 
wilayah-wilayah 
prioritas sebagai 
dasar dalam 
pemenuhan 
kebutuhan atas 
fasilitas umum 

melakukan 
pengawasan 
lapangan dan 

evaluasi 
secara 
berkala 

Kepala 
Dinas 

Januari s/d 
Desember 

Januari s/d 
Desember 

- 
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lampiran 1.2 

 

Formulir Kertas Kerja 
Pencatatan Kejadian Risiko (RISK EVENT) Dan RTP 

  
Nama 
Pemda 

Pemerintah Kabupaten Lamongan 

Tahun 
Penilaian 2025 

Tujuan Strategis Pemda 

Urusan Pemerintahan 

Dinas 
Terkait 

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya 

  
N
o 

“Risiko
” yang 
Teriden
tifikasi 

Kode 
Risiko 

Kejadian Risiko Keter
angan 

RTP Renca
na 

Pelaks
anaan 
RTP 

Realis
asi 

Pelaks
anaan 
RTP 

Keter
angan 

Tang
gal 

Terja
di 

Sebab Damp
ak 

Risiko Strategis OPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya: 

1 Masih 
cukup 
banyak 
masyar
akat 
yang 
belum 
mendap
atkan 
layanan 
air 
minum 
perpipa
an 

RSO1 Janua
ri s/d 
Dese
mber 

Kebut
uhan 

penda
naan 
yang 
cukup 
besar 

Menur
unnya 
indeks 

Air 
Minum 

- Mengupa
yakan 

sumber 
pendanaa
n di luar 
APBD 

Kabupate
n (APBD 

Prov. 
APBN, 
DAK) 

Januari 
s/d 

Desem
ber 

Januari 
s/d 

Desem
ber 

- 

2 Belum 
terlaya
ninya 
secara 
maksim
al akses 
sanitasi 
yang 
layak 
dan 
aman di 
masyar
akat 

RSO2 Janua
ri s/d 
Dese
mber 

Belum 
tersedi
anya 
data 

masya
rakat 
yang 

belum 
memp
unyai 
sanita

si 
layak 
dan 

aman 

Menur
unnya 
indeks 
Limba

h 

- Sosialisas
i di 

masyarak
at 

tentang 
pentingn

ya 
sanitasi 

Januari 
s/d 

Desem
ber 

Januari 
s/d 

Desem
ber 

- 
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3 Saluran 
drainas
e belum 
terinteg
rasi 
secara 
maksim
al 

RSO3 Janua
ri s/d 
Dese
mber 

belum 
adany

a 
updat
e data 
tentan

g 
master 

plan 
draina

se 
perkot

aan 

Menur
unnya 
indeks 
Draina

se 

- kesesuaia
n 

pembang
unan 

dengan 
master 

plan 
drainase 

Januari 
s/d 

Desem
ber 

Januari 
s/d 

Desem
ber 

- 

4 Sedikit 
bangun
an yang 
memilik
i PBG 
dan SLF 

RSO4 Janua
ri s/d 
Dese
mber 

Masya
rakat 
mema
hami 
PBG 
dan 
SLF 

sebag
ai 

syarat 
berusa

ha, 
bukan 
kewaji

ban 
bagi 

setiap 
bangu

nan 
gedun

g 

Menur
unnya 
indeks 

IMB 

- Diperluka
n 

sosialisas
i UU 

nomor 28 
Tahun 

2002 dan 
PP 

Nomor 
16 Tahun 

2021 
kepada 

masyarak
at 

diseluruh 
kabupate

n 
Lamonga

n 

Januari 
s/d 

Desem
ber 

Januari 
s/d 

Desem
ber 

- 

5 Pertum
buhan 
bangun
an dan 
lingkun
gan 
tidak 
tertata 

RSO5 Janua
ri s/d 
Dese
mber 

Bangu
nan 
dan 

lingku
ngan 
lebih 

dahulu 
berke
mban

g 
sebelu

m 
tersedi
anya 

dokum
en 

RTBL 

Menur
unnya 
indeks 

IMB 

- Menyusu
n 

dokumen 
RTBL 
pada 
lokasi 

prioritas 

Januari 
s/d 

Desem
ber 

Januari 
s/d 

Desem
ber 

- 
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6 Belum 
tercapai
nya 
tenaga 
terampi
l yang 
berserti
fikat 
kompet
ensi 
konstru
ksi 

RSO6 Janua
ri s/d 
Dese
mber 

Terda
pat 

aturan 
- 

aturan 
atau 

undan
g - 

undan
g yang 
masih 
disesu
aikan 

Menur
unnya 
indeks 
Tenag
a Kerja 
berser
tifikat 

- Mengada
kan 

sosialisas
i dan 

pelatihan 
tenaga 
kerja 

terampil/ 
jasa 

konstruks
i 

Januari 
s/d 

Desem
ber 

Januari 
s/d 

Desem
ber 

- 

7 Terdap
at 
Pemanf
aatan 
ruang 
yang 
tidak 
sesuai 
dengan 
RTR 

RSO7 Janua
ri s/d 
Dese
mber 

Kuran
gnya 

inform
asi 

tata 
ruang 

ke 
masya
rakat 

Menur
unnya 
indeks 

IMB 

- Peningka
tan 

kegiatan 
pengend

alian 
penataan 

ruang 
dan 

sosialisas
i produk 

tata 
ruang ke 
masyarak
at umum 

Januari 
s/d 

Desem
ber 

Januari 
s/d 

Desem
ber 

- 

8 Adanya 
Permas
alahan 
Pemanf
aatan 
Hak 
Atas 
Tanah 

RSO8 Janua
ri s/d 
Dese
mber 

Tidak 
Adany
a Bukti 

Hak 
Atas 

Tanah 

Menur
unnya 
indeks 

Hak 
atas 

tanah 

- identifika
si 

pengunaa
n 

pemanfaa
tan tanah 

2. 
mensosia
lisasikan 
pengurus

an 
Legalitas 
Kepemilik

an Hak 
Atas 

Tanah 

Januari 
s/d 

Desem
ber 

Januari 
s/d 

Desem
ber 

- 

9 Terdap
at 
obyek 
Santun
an 
terkait 
Pengad
aan 
Tanah 
untuk 
kepenti
ngan 
Umum 

RSO9 Janua
ri s/d 
Dese
mber 

Subye
k 

santun
an 

yang 
belum 
terikat 

dari 
perjanj

ian 
perikat

an 

Menur
unnya 
indeks 

Hak 
atas 

tanah 

- mensosia
lisasikan 
Penanga

nan 
Dampak 

sosial 
kemasyar

akatan 
akibat 

pengadaa
n tanah 
untuk 

kepenting
an umum 

Januari 
s/d 

Desem
ber 

Januari 
s/d 

Desem
ber 

- 
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1
0 

Terdap
atnya 
kawasa
n 
permuki
man 
kumuh 
dibawa
h 10 ha 
di 
wilayah 
kabupat
en 
Lamong
an 

Bidan
g 
Permu
kiman 

Janua
ri s/d 
Dese
mber 

Kuran
g 

fokus 
dalam 
penata

an 
kawas

an 
permu
kiman 

Menur
unnya 
indeks 
permu
kiman 

- Sosialisas
i ke desa/ 
kecamata

n, 
anggota 
DRPD 

tentang 
rencana 

penangan
an 

kawasan 
kumuh, 

sehingga 
usulanny

a bisa 
terintegra

si 

Januari 
s/d 

Desem
ber 

Januari 
s/d 

Desem
ber 

- 

1
1 

Bertam
bahnya 
jumlah 
rumah 
tidak 
layak 
huni 

RSO1
0 

Janua
ri s/d 
Dese
mber 

Sudah 
memili

ki 
lahan 
tetapi 
kesulit

an 
dalam 
memb
angun 
rumah 

Menur
unnya 
indeks 
permu
kiman 

- Menjalin 
kerjasam
a dengan 
pihak luar 
dalam hal 
peminjam
an dana 
untuk 

memban
gun 

rumah 

Januari 
s/d 

Desem
ber 

Januari 
s/d 

Desem
ber 

- 

1
2 

Masyar
akat 
yang 
menjadi 
korban 
bencan
a tidak 
mempu
nyai 
rumah 
layak 

RSO1
1 

Janua
ri s/d 
Dese
mber 

Ruma
h 

rusak 
karena 
benca

na 
alam 

Menur
unnya 
indeks 
permu
kiman 

- Melakuka
n 

rehabilita
si / 

pembang
unan 

rumah 
korban 

bencana 

Januari 
s/d 

Desem
ber 

Januari 
s/d 

Desem
ber 

- 

1
3 

Minimn
ya 
peruma
han 
yang 
sudah 
dilengk
api PSU 

RSO1
2 

Janua
ri s/d 
Dese
mber 

Sanga
t 

luasny
a 

wilaya
h yang 
harus 
ditang

ani 

Menur
unnya 
indeks 
permu
kiman 

- Menyusu
n 

wilayah-
wilayah 
prioritas 
sebagai 
dasar 
dalam 

pemenuh
an 

kebutuha
n atas 

fasilitas 
umum 

Januari 
s/d 

Desem
ber 

Januari 
s/d 

Desem
ber 

- 

  
Risiko Operasional OPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya: 
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1 Masih 
cukup 
banyak 
masyar
akat 
yang 
belum 
mendap
atkan 
layanan 
air 
minum 
perpipa
an 

RSO1 Janua
ri s/d 
Dese
mber 

Kebut
uhan 

penda
naan 
yang 
cukup 
besar 

Menur
unnya 
indeks 

Air 
Minum 

- Mengupa
yakan 

sumber 
pendanaa
n di luar 
APBD 

Kabupate
n (APBD 

Prov. 
APBN, 
DAK) 

Januari 
s/d 

Desem
ber 

Januari 
s/d 

Desem
ber 

- 

2 Belum 
terlaya
ninya 
secara 
maksim
al akses 
sanitasi 
yang 
layak 
dan 
aman di 
masyar
akat 

RSO2 Janua
ri s/d 
Dese
mber 

Belum 
tersedi
anya 
data 

masya
rakat 
yang 

belum 
memp
unyai 
sanita

si 
layak 
dan 

aman 

Menur
unnya 
indeks 
Limba

h 

- Sosialisas
i di 

masyarak
at 

tentang 
pentingn

ya 
sanitasi 

Januari 
s/d 

Desem
ber 

Januari 
s/d 

Desem
ber 

- 

3 Saluran 
drainas
e belum 
terinteg
rasi 
secara 
maksim
al 

RSO3 Janua
ri s/d 
Dese
mber 

belum 
adany

a 
updat
e data 
tentan

g 
master 

plan 
draina

se 
perkot

aan 

Menur
unnya 
indeks 
Draina

se 

- kesesuaia
n 

pembang
unan 

dengan 
master 

plan 
drainase 

Januari 
s/d 

Desem
ber 

Januari 
s/d 

Desem
ber 

- 

4 Sedikit 
bangun
an yang 
memilik
i PBG 
dan SLF 

RSO4 Janua
ri s/d 
Dese
mber 

Masya
rakat 
mema
hami 
PBG 
dan 
SLF 

sebag
ai 

syarat 
berusa

ha, 
bukan 
kewaji

ban 

Menur
unnya 
indeks 

IMB 

- Diperluka
n 

sosialisas
i UU 

nomor 28 
Tahun 

2002 dan 
PP 

Nomor 
16 Tahun 

2021 
kepada 

masyarak
at 

diseluruh 

Januari 
s/d 

Desem
ber 

Januari 
s/d 

Desem
ber 

- 
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bagi 
setiap 
bangu

nan 
gedun

g 

kabupate
n 

Lamonga
n 

5 Pertum
buhan 
bangun
an dan 
lingkun
gan 
tidak 
tertata 

RSO5 Janua
ri s/d 
Dese
mber 

Bangu
nan 
dan 

lingku
ngan 
lebih 

dahulu 
berke
mban

g 
sebelu

m 
tersedi
anya 

dokum
en 

RTBL 

Menur
unnya 
indeks 

IMB 

- Menyusu
n 

dokumen 
RTBL 
pada 
lokasi 

prioritas 

Januari 
s/d 

Desem
ber 

Januari 
s/d 

Desem
ber 

- 

6 Belum 
tercapai
nya 
tenaga 
terampi
l yang 
berserti
fikat 
kompet
ensi 
konstru
ksi 

RSO6 Janua
ri s/d 
Dese
mber 

Terda
pat 

aturan 
- 

aturan 
atau 

undan
g - 

undan
g yang 
masih 
disesu
aikan 

Menur
unnya 
indeks 
Tenag
a Kerja 
berser
tifikat 

- Mengada
kan 

sosialisas
i dan 

pelatihan 
tenaga 
kerja 

terampil/ 
jasa 

konstruks
i 

Januari 
s/d 

Desem
ber 

Januari 
s/d 

Desem
ber 

- 

7 Terdap
at 
Pemanf
aatan 
ruang 
yang 
tidak 
sesuai 
dengan 
RTR 

RSO7 Janua
ri s/d 
Dese
mber 

Kuran
gnya 

inform
asi 

tata 
ruang 

ke 
masya
rakat 

Menur
unnya 
indeks 

IMB 

- Peningka
tan 

kegiatan 
pengend

alian 
penataan 

ruang 
dan 

sosialisas
i produk 

tata 
ruang ke 
masyarak
at umum 

Januari 
s/d 

Desem
ber 

Januari 
s/d 

Desem
ber 

- 
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8 Adanya 
Permas
alahan 
Pemanf
aatan 
Hak 
Atas 
Tanah 

RSO8 Janua
ri s/d 
Dese
mber 

Tidak 
Adany
a Bukti 

Hak 
Atas 

Tanah 

Menur
unnya 
indeks 

Hak 
atas 

tanah 

- identifika
si 

pengunaa
n 

pemanfaa
tan tanah 

2. 
mensosia
lisasikan 
pengurus

an 
Legalitas 
Kepemilik

an Hak 
Atas 

Tanah 

Januari 
s/d 

Desem
ber 

Januari 
s/d 

Desem
ber 

- 

9 Terdap
at 
obyek 
Santun
an 
terkait 
Pengad
aan 
Tanah 
untuk 
kepenti
ngan 
Umum 

RSO9 Janua
ri s/d 
Dese
mber 

Subye
k 

santun
an 

yang 
belum 
terikat 

dari 
perjanj

ian 
perikat

an 

Menur
unnya 
indeks 

Hak 
atas 

tanah 

- mensosia
lisasikan 
Penanga

nan 
Dampak 

sosial 
kemasyar

akatan 
akibat 

pengadaa
n tanah 
untuk 

kepenting
an umum 

Januari 
s/d 

Desem
ber 

Januari 
s/d 

Desem
ber 

- 

1
0 

Terdap
atnya 
kawasa
n 
permuki
man 
kumuh 
dibawa
h 10 ha 
di 
wilayah 
kabupat
en 
Lamong
an 

RSO1
0 

Janua
ri s/d 
Dese
mber 

Kuran
g 

fokus 
dalam 
penata

an 
kawas

an 
permu
kiman 

Menur
unnya 
indeks 
permu
kiman 

- Sosialisas
i ke desa/ 
kecamata

n, 
anggota 
DRPD 

tentang 
rencana 

penangan
an 

kawasan 
kumuh, 

sehingga 
usulanny

a bisa 
terintegra

si 

Januari 
s/d 

Desem
ber 

Januari 
s/d 

Desem
ber 

- 

1
1 

Bertam
bahnya 
jumlah 
rumah 
tidak 
layak 
huni 

RSO1
0 

Janua
ri s/d 
Dese
mber 

Sudah 
memili

ki 
lahan 
tetapi 
kesulit

an 
dalam 
memb

Menur
unnya 
indeks 
permu
kiman 

- Menjalin 
kerjasam
a dengan 
pihak luar 
dalam hal 
peminjam
an dana 
untuk 

memban

Januari 
s/d 

Desem
ber 

Januari 
s/d 

Desem
ber 

- 



16 

 

angun 
rumah 

gun 
rumah 

1
2 

Masyar
akat 
yang 
menjadi 
korban 
bencan
a tidak 
mempu
nyai 
rumah 
layak 

RSO1
1 

Janua
ri s/d 
Dese
mber 

Ruma
h 

rusak 
karena 
benca

na 
alam 

Menur
unnya 
indeks 
permu
kiman 

- Melakuka
n 

rehabilita
si / 

pembang
unan 

rumah 
korban 

bencana 

Januari 
s/d 

Desem
ber 

Januari 
s/d 

Desem
ber 

- 

1
3 

Minimn
ya 
peruma
han 
yang 
sudah 
dilengk
api PSU 

RSO1
2 

Janua
ri s/d 
Dese
mber 

Sanga
t 

luasny
a 

wilaya
h yang 
harus 
ditang

ani 

Menur
unnya 
indeks 
permu
kiman 

- Menyusu
n 

wilayah-
wilayah 
prioritas 
sebagai 
dasar 
dalam 

pemenuh
an 

kebutuha
n atas 

fasilitas 
umum 

Januari 
s/d 

Desem
ber 

Januari 
s/d 

Desem
ber 

- 

 
 
 


